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BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPAT!I OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 3CTAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWA|
TIDAK TETAP SERTA BIAYA OPERASIONAL DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang : a.

Mengingat

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

hahwa unluk Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Ogan
Komering llir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Perjalanan
Linas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap serta Biaya Operasional Dalam
Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan dilingkungan
Pemerinteh Kabupaten Ogan Komering llir, perlu ditentukan rincian
biaya perialanan dinas keluar propinsi Sumatera Selatan;

pahwa berdasarkan perlimhangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu untuk merubah Peraturan Bupati Ogan Komering llir
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
Pegawai Tidak Tetap serta Biaya Operasional Dalam Pelaksanaan
Program/Kegiatan Pembangunan dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering ilir, perlu ditentukan rincian biaya perjalanan dinas
keluar propinsi Sumatera Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah Tingkat iI dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
l.embaran Negara Republik indonesia Nomor 1821);

N

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telab diubah Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 38903,

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan da\ Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

" Republik indonesia nomor 59 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844):

Undang-Unuang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan, Pimpinan dan Anggota DPRD,
sebagaimana ‘telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomeor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712),

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

11.

Pengelolaan Keuangan Daerah (L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140’ Tammbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Da;jlam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,
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14.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun 2011;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Nomor 4 Tahun
a 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering llir (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering |Ilir Tahun 2008 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Komering llir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering ilir Nomor 4 Tahun
2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Cgan Komering llir (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering llir Nomor 6 Tahun 2010);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun

- 2011 Tentany Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
1 : Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering llir
f Tahun 2011 [Nomor 1).

i o MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPAT!I TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN

1 DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
f NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA BIAYA

OPERASIONAL DALAM PELAKSANAAN
1 PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Pasal |

Mengubah ketentuan dalam Lampiran Il Peraturan Bupati Ogan Komering llir Nomor 3
Tahun 2011 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas DPRD, PNS, dan Pegawai tidak

Tetap serta Biaya Operasional dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir sehingga keseluruhan

Lampiran Il berbunyi sebagai berikut:
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI
OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 30 TAHUN 2011

TANGGAL : 14 .ARIL  TAHUN 2011

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Biaya Perjalanan Dinas Bagi DPRD Dan Pegawai Negeri Sipil

. Tarif Perjalan dinas keluar Wilayah Kabupaten didalam Provinsi sumatera

Selatan dan di luar Provinsi Sumatera Selatan untuk DPRD dan Pegawai
Negeri Sipil

No. Daerah tujuan

DPRD/

Golongan Iv_| Golonganill | Golongan |l | Golongan |

Dalam Propinsi Sumatera

Selatan

a. Uang herian (saku, | Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 175.000 Rp. 150.000
makan dan transport 2

lokal)
b. Uang Penginapan Rp. 300.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000
2. Luar Propinsi Sumatera
Selatan
a. Uang harian (saku, | Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000
makan dan transport
lokal) .
b.Uang Penginapan Rp. 5§75.000 Rp. 450.000 Rp. 350.000 Rp. 350.000
Keterangan :
1. Khusus Transport Perjalanan Dinas Keluar Propinsi Sumatera Selatan disesuaikan

2.

dengan Lampiran il keputusan ini

Bagi Yang melakukan Perjalanan Dinas keluar Propinsi Sumatera Selatan dengan
menggunakan kendaraan Dinas, uang transport diberikan dalam bentuk biaya
bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan jarak yang ditempuh

. Yang dimaksud transport fokal pada huruf (a) di atas adalah untuk keperiuan

transpot selama berada ditempat / kota tujuan, sedangkan untuk biaya transport PP
sesuai dengan Lampiran |l keputusan ini sesuai dengan asal dan tujuan kota.
Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6
(enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi — tingginya 60% (enam puluh
persen) dari uang harian.
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2. Tarif Perjalan Dinas dalam Wilayah Kabupaten.

Tempat Tempat Tempat Tempat
Uraian Kedudukan Kedudukan Kedudukan Kedudukan Keterangan
Kantor ke. Kantor ke. Kantor ke. Kantor ke.
- Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Wilayah | Wilayah li Wilayah Il Wilayah IV

Golongan IV Wilayah 1 yaitu:

a. Uang Harian | Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Kayuagung,Pedama

b. Uang Rp. §0.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- ran, Teluk Gelam, )
Transport SP. Padang, Tj.
(PP) Lubuk.

Golongan Il Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Wilayah 2 yaitu:

a. Uang Harian | Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Pampangan,

b. Uang / Pangkalan Lampam,
Transport Jejawi, Lempuing
(PP) Jaya, Lempuing

Golongan Il Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Wilayah 3 yaitu:

a. Uang Harian | Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Pedamaran Timur,

b..Uang Ti.Selapan, Cengal,
Transport Mesuji Raya.

(PP)

Golongan | Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,-. Rp. 75.000,- Wilayah 4 yaitu:

a. Uang Harian | Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Sungai menang,

b. Uang Mesuiji, Mesu;ji
Transport Makmur, Air
(PP) Sugihan.

Keterangan :

1. Untuk biaya transportasi Perjalanan Dinas dari kecamatan dan desa-desa dalam
wilayahnya di Sesuaikan dengan jarak tempuh dengan nilai maksimal Rp. 50.000,-

2. Untuk biaya transportasi perjalanan dinas antar kecamatan dapat menyesuaikan
dengan kriteria wilayah dan jarak tempuh )

@ Bantuan transport untuk wilayah perairan bagi kecamatan TI. Selapan, geggg.l,

Sungai Menang, dan Air Sugihan sebesar Rp. 400.000,-

et

4. Pérjalanan dinas jabafan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6
(enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi — tingginya 60% (enam puluh
~ persen) dari uang harian.

B. Uang Saku Dalam Mengikuti Diklat/Asistensi/Bimbingan Teknis.

No. Uraian Golongan IV | Golongan lll | Golongan ll | Golongan |
1 Uang Saku/hari
" 1-1haris/d 1bulan | Rp. 150.000 | Rp. 125.000 | Rp. 100.000 | Rp. 75.000
- 1 bulan keatas Rp. 100.000 | Rp. 80.000 | Rp. 60.000 | Rp. 40.000
Keterangan:

1). Ketentuan uang saku berlaku apabila tidak ada ketentuan lain oleh instansi
penyelenggara

2). Uang transport disesuaikan dengan lampiran | dan Il keputusan ini
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C. Uang Representasi Per Hari Untuk Ketua DPRD, Dan Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Ogan Komering llir

w

Sum-Sel

Keluar Daerah Provinsi Sumsel

. Besar Uang
NO Daerah Tujuan Representasi Keterangan
1. | Dalam Wilayah Ogan Komering llir Rp. 250.000,- /Hari
2. | Keluar Daerah di dalam Propinsi Rp. 300.000,- /Hari

Rp. 400.000,-/Hari

D. Uang Representasi Perhari Untuk Sekretaris Daerah, Eselon I, Ketua Komisi,
Ketua Fraksi Dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering llir

dan Jambi)

Keluar Daerah di dalam Propinsi
Sum-Sel (termasuk Bengkulu

Keluar Daerah Propinsi Sum-Sel

Rp.

Besar Uang
NO DAERAH TUJUAN Representasi Keterangan
1. | Dalam Wilayah Kab. OKl Rp. 1560.000,- /Hari

Rp. 200.000,- /Hari

250.000,- /Hari

E. Biaya Perjalanan Dinas Pindah Pegawai Negeri Sipil

NO Uraian Satuan Biaya

1. | Ggan Komering llir - Kabupaten /Kota dalam Rp. 1.000.000,-
Provinsi

2. | Ogan Komering llir - Keluar Provinsi Rp. 2.000.000,-

" F. Biaya Perjalanan Dinas Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

NO Uraian Satuan Biaya

1. | Ogan Komering llir — Kabupaten/Kota daiam Rp. 1.000.000,-
Propinsi

2. | Ogan Komering !lir — Keluar Provinsi Rp. 1.500.000,-




G. Biaya Pemetian Dan Angkutan Jenazah

. Tingkat Pegawai
No.| ~Uralan  IproiaiB [TingkalC | TingkatD | TingkalE | TingkatF
1. | Biaya . 4.000.000,- | 3.000.000,- | 2.500.000,- { 2.500.000,- | 2.000.000,-
Pemetian
2. | Pengangkutan | Menurut Menurut Menurut Menurut Menurut
tarif yeng |tasf vyang|tarif yang |tarif yang|tarif yang
berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku

H. Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Biaya perjalanan dinas ke luar negeri mempedomani Peraturan Menteri Keuangan

yang berlaku.
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A. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Ijaerah Dan

LAMPIRAN I

NOMOR
TANGGAL

. PERATURAN BUPATI
OGAN KOMERING ILIR

: 30 TAHUN 2011

T 14 APRIL

Pegawai Negeri Sipil Dalam Provinsi Sumatera Selatan

TAHUN 2011

B. Biaya Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan PEGAWAI

No Rute Biaya Transport
I Dalam Provinsi - —
1 OKI ke Ogan Hir Rp 100 000,-
2 OKI ke Palembang Rp 200.000,-
3 OKI ke Prabumulih Rp 200 000,-
4 OKI ke CKU/Baturaja Rp 285.000.-
5 OKI ke OKU Timur/Martapura Rp 225.000,-
6 OKl ke OKU selatan/Muara Dua Rp. 325.000.-
7 OK! ke Lahat/Muara Enim Rp. 350.000,-
8 OKI ke Pagar Alam Rp. 430.000 -
9 OK! ko MUBA / Sekayu i Rp 225.000.-
10 OKI ke Banyuasin ) Rp 165.000,-
11 OKI ke Empat Lawang Rp 420.000.-
12 OKI ke Musi Rawas/ Lubuk Linggau Rp. 500.000,-
. s

Negeri Sipil ke LUAR Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Pesawat Udara

NO RUTE (Rp.) PP
| LUAR PROVINSI _

1 Palembang - NAD/Banda Aceh i . B L 6.500.000
2 | Palembang - Sumut/Medan B 5.700.000
3 | Palembang - Sumbar/Padang 4.900.000
4 | Palembang - Riau/Pekan Baru L 4.900.000
5 | Palembang - Kepulauan Riau/ Tanjung Pinang 5.000.000
6 | Palembang - Jambi 4.900.000
7 | Palembang - Bengkulu _ 4.900.000
8 | Palembang - Lampung/Bandarlampung | 4.900.000
9 | Palembang - Bangka L 2.100.000
10 | Palembang - Banten 2.300.000
11 | Palembang - Jawa Barat/Bandung L 2.500.000
12 | Palembang - Jawa Timur/ Surabaya 3.500.000
13 | Palembang - DKI/Jakarta [ ___— 2.500.000 L]
14 | Palembang - Jawa Tengah/Semarang 3.200.000
15 | Palembang - Yogyakarta o ) 3.900.000
16 | Palembang - Bali/ Denpasar - o 4.900.000 A~
17 | Palembang - Kaltim/Samarinda/ Baiik_papan _ 4.900.000
18 | Palembang - Kalbar/Pontianak o N 3.600.000
19 | Palembang - Kaiteng/Palangkaraya L 4.800.000
20 | Palembang - Kaisel/Banjarmasin L 4.900.000
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[

21 | Palembang - Sulut/Manado 7.400.000
22 | Palembang - Gorontalo N 7.400.000
23 | Palembang - Sulteng/Palu 7.400.000
24 | Palembang - Sulawesi Tenggera/ Kendari 7.400.000
25 | Palembang - Sulsel/Makasar, Ujung Pandang 5.800.000
26 | Palembang - NTT/Kupang 5.800.000
27 | Palembang - NTB/Mataram 5.800.000
28 | Palembang - Maluku/Ambon 7.300.000
29 | Palembang - Papua/Marauke/ Timika 7.600.000
| 30 | Palembang - lrian Jaya Timur / Jayapura 7.600.000
31 | Palembang - Batam o ) 4.700.000
32 | Palembang - Solo - i 3.300.000
33 | Palembang - Biak T 8.000.000

Pasal |l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahKan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Ogan Komering llir.
Ditetapkan di Kayuagung

/Pédatanggal 4 April 2011
BUPATI OGAN KOMERI GILIR\‘%/

///1SHAK

Diundangkan di Kayuagung
Pada tanggal Maret 2011

/

Pit. SEKRETARI
OGANKOME

AERAH KABUPATEN
ING ILIR

RUSLAN BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2011 NOMOR: 30
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’ LAMPIRAN IIT : PERATURAN BUPATI

; OGAN KOMERING ILIR
. NOMOR 30 TAHUN 2011

J TANGGAL : 14 .ARIL TTAHUN 2011

STANDAR BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Tarif Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur

1. Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja)

a. Golongan | Rp. 7.000,-/jam
b. Golongan [l Rp. 9.000,-/jam
c. Golongan lll Rp. 11.000,-/jam
d. Golongan IV Rp. 13.000,-/jam

2. Uang Makan Lembur
Uang makan lembur diberikan setelah berkerja lembur sekurang-kurangnya
- 2(dua) jam secara berturut-turut dan diberikan sebesar Rp. 20.000,-

3. Uang leinbur atau uang makan lembur diperkenankan untuk dianggarkan hanya

pada kegiatan rutin SKPD dan/atau kegiatan yang karena suatu sifatnya tidak
dapat diselesaikan pada saat jam kerja berlangsung.
Catatan: a. Pada hari kerja, batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14
(empat belas) jam dalam seminggu.
b. Pada hari libur tarif uang: lembur dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja.
B. Honor Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Per Bulan)
Pejabat |
Penguji
Pengguna Tal:?e'::: dd:n Bendahara Staf
- Anggaran/ Pengeluaran/ Pengelola
Nilai pagu Tanganan
anaqaran SKPD Kuasa SPM/Pejabat Bendahara (Staf dan
99 Pengguna P:a natausJa haan | Pengeluaran Operator
Anggaran Keuangan Pembantu Komputer)
SKPD/PPK
SKPD
1 2 3 4 6
Sampal dengan 100 juta Rp. 360.000,- Rp. 300.000,- Rp. 245.000,- Rp. 180.000,-
TN
101 juta s/d 250 juta Rp.430.000/- Rp. 360.000,- Rp. 295.000,- Rp. 215.000,-
251 juta s/d 500 juta Rp. 500.000,- Rp. 420.000,- Rp. 345.000,- Rp. 255.000,-
501 juta s/d 1 milyar Rp. 575.000,- Rp. 480.000,- Rp. 395.000, Rp. 290.000,-
1,01 milyar s/d 2,5 milyar | Rp. 720.000,- Rp. 605.000,- Rp. 495.000,- Rp. 365.000,-
2.51 milya s/d 5 milyar Rp. 790.000,- Rp. 665.000,- Rp. 540.000,- Rp. 400.000,-
5,01 milyar s/d 10 milyar Rp. 860.000,- Rp. 725.000,- Rp. 590.000,- Rp. 435.000,-
10,01 milyar s/d 25 milyar | Rp. 1.080.000,- Rp. 905.000,- Rp. 740.000,- Rp. 545.000,-
25,01 milyar s/d100 milyar | Rp. 1.295.000,- Rp. 1.090.000,- Rp. 890.000,- Rp. 655.000,-
100,1 milyar s/d 500 milyar | Rp. 1.725.000,~ Rp. 1.450.000,- Rp. 1.185.000,- Rp. 875.000,-
500,1 milyar s/d 1 triliun Rp. 2.015.000,- Rp. 1.695.000,- Rp. 1.385.000,- Rp. 1.020.000,-
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Keterangan :

1. Honorarium pejabat pengelola keuangan SKPD dibebankan hanya pada kegiatan
jasa administrasi keuangan pada setiap SKPD, dan tidak diperkenankan untuk
dianggarkan pada oetlap kegiatan SKPD kecuali pejabat pengelola keuangan yang
tidak memiliki kegiatan jasa administrasi keuangan maksimal dianggarkan 10% dari
pagu yang dikelola.

2. Susunan/struktur Pejabat Pengelola Keuangan SKPD sebagai berikut : ' |
Pengguna Anggaran (PA) |
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ‘
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pengurus

Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e. Staf Anggota

ap o

3. yang dimaksud staf atau anggota pada angka 2 huruf e adalah staf/anggota yang
bertugas membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dalam
Penatausahaan Keuangan SKPD

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dibantu oleh staf maksimum 4 orang
staf/fanggota dan masing-masing staf /anggota bertugas dalam hal :
a. Verifikasi SPP;
b. Menyiapkan SPM;
~ ¢. Melaksanakan Akuntansi SKPD; dan :

« /d. Melakukan Pembukuan
( . Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD setahun tidak boleh melampaui
10% total dari Pagu anggaran SKPD

C. HCNOR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN (PER BULAN)

Pejabat Pelaksana Pembantu Bendahara
Teknis Kegiatan Pengeluaran/Staf
‘ (PPTK) Pengelola

1 2 3

Sampai dengan 100 juta Rp. 300.000,- Rp. 180.000,-

101 juta s/d 250 juta Rp. 360.000,+; Rp. 215.000,< -

251 juta s/d 500 juta Rp. 420.000,- Rp. 255.000,-
501 juta s/d 1 milyar Rp. 480.000,- Rp. 290.000,-
1,01 milyar s/d 2,5 milyar Rp. $05.000,- Rp. 365.000,-
| 2.51 milya s/d 5 milyar Rp. 165.000,- Rp. 400.000,-
; 5,01 milyar s/d 10 milyar Rp. 725.000,- Rp. 435.000,-
' 10,01 milyar s/d 25 milyar Rp. 905.000,- Rp. 545.000,-
‘ 25,01 milyar s/d100 milyar Rp. 1.090.000,- Rp. 655.000,-
"1 100,1 milyar s/d 500 milyar Rp. 1.450.000,- Rp. 875.000,-
500,1 milyar s/d 1 triliun Rp. 1.695.000,- Rp. 1.020.000

s~Katerangan :

‘\ 1 onor Pejabat Pengelola Kegiatan dapat di anggarkan pada setiap kegiatan yang
—dikelola;

2 Pejabat Pelaksana Kegiatan Memiliki Struktur/ susunan pengelola sebagai berikut:

a. PPTK
b. Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Staf (staf administrasi dan/atau staf

teknis)
3. Pagu anggaran kegiatan sampai dengan 50 juta, PPTK -nya dibantu oleh 1 (satu)

orang staf
" Pagu anggaran kegiatan 50 juta s/d 250 juta, PPTK nya dibantu oleh staf

maksnmum 2 (dua) orang staf kegiatan _




5. Pagu anggaran kegiatan 251 juta s/d 500 Juta, PPTK-nya dibantu oieh staf
{ maksimur’3 (tiga) orang staf kegiatan.

6. Pagu~anggaran kegiatan 501 Juta s/d 500 milyar, PPTK-nya dibantu oleh staf
A ndksimum 4 (empat) orang staf kegiatan.
V./Tumlah maksimum honor seluruh pejabat pengelola kegiatan pada SKPD yang
L bersangkutan tidak boleh melampaui 10% dari total pagu anggaran kegiatan.
\

D. Honor Tim Pelaksana Kegiatan Per Bulan

1. Pengarah . Rp. 500.000,-

2. Penanggung Jawab Rp. 450.000,- ¢/

3. Koerdinator Rp. 400.000,- 4
J 4. Ketua Rp. 350.000,-

5. Sektaris Rp. 300.000,-

6. Anggota Rp. 200.000,-

E. Honor Panitia (untuk satu kali acara)

1. Penanggung Jawab / Pembina Rp. 400.000,-

2. Ketua / Wakil Ketua Rp. 350.000,-
‘ . 3. Sekretaris Rp. 300.000,-
3 \ 4. Anggota Rp. 250.000,-

F. Honor Tim Penyusunan Buku (KUA, PPAS, LKPJ, LPJ, LAKIP, Dan
Sejenisnya) Perbulan (maksimal 6 bulan)

1. Penggarah Rp. 1.500.000,-
2. Penanggung Jawab Rp. 1.300.000,-
3. Koordinator Rp. 1.150.000,-
4, Ketua /Wakil Ketua Rp. 1.000.000,- ‘
5. Sekretaris Rp. 800.000,- |
6. Anggota Rp. 600.000,- f
G. Honor Tim Penyusun Makalah (Bahan Paparan, Pidato, Dan Sejenisnya)
Per Hari (Maksimal 7 Hari)
1. Penanggung Jawab Rp. 125.000,-
2. Ketua Rp. 100.000,-
3. Sekretaris Rp. 75.000,-
~ 4. Anggota Rp. 60.000,-
H. Honor Pejabat / Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pejabat P eiagg:an Panitia Pengadaan Panitia
Nilal Keaiatan Pengadaan Baragn dan Barang (Non Pengadaan Jasa
(R g) Barang/jasa M oga! Kontruksi) (Nen Kontruksi)
P, (maks. 1 Org) (Kontruksi) Per Per orang per Per orang per
Per bulan Orang per paket paket paket
10 Juta s/d 50 Juta Rp. 250.000,- | Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-
51 Juta s/d 100 Juta -] Rp. 365.000,- Rp. 310.000,- Rp. 260.000,-
101 Juta s/d 250 Juta - | Rp. 545.000,- Rp. 435.000,- Rp. 365.000,-
251 Juta s/d 500 Juta - | Rp. 655.000,- Rp. 560.000,- Rp. 475.000,-
- 301 Juta s/d 1 Milyar - | Rp. 805.000,- Rp. 685.000,- Rp. 570.000,-
1,01 Milyar s/d 2,5 Milyar - | Rp. 1.020.000,- Rp. 870.000,- Rp. 730.000,-
2,51 Milyar s/d 5 Milyar - { Rp. 1.170.000,- Rp. 995.000,- Rp. 835.000,-
5,01 Milyar s/d 10 Milyar - | Rp. 1.315.000,- Rp. 1.120.000,- Rp. 935.000,-
10,01 Milyar s/d 50 Milyar - | Rp. 1.755.000,- Rp. 1.495.000,- Rp. 1.250.000,- !
8
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Keterangan ;

1)

2)
3)

4)

Honor pejabat pengadaan barang dan jasa (pagu kegiatan < Rp. 50 juta)
dianggarkan pada kegiatan rutin penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis
perkantoran setiap SKPD bukan pada kegiatan pengadaan yang bersangkutan;
Honor pejabat pengadaan harang dan jasa diberikan maksimal selama 3 bulan.
Panitia pengadaan barang/jasa memiiliki struktur / susunan kepanitiaan sebagai
berikut :

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Anggota (minimal satu orang dan maksimal lima orang)

Honor Panitia pengadaan barang/jasa diberikan per orang per paket pengadaan
dan bukan per bulan, dan dapat disesuaikan sebagaimana tabel diatas.

Honor Panitia Pemeriksa / Penerima Barang/Jasa Per Paket

1. Pengadaan barang Rp. 50 juta s/d Rp 500 }uta jasa konsultasi Rp. 50 juta s/d
Rp 200 juta panitia pemeriksa/penerima barang/jasa diberikan honor per orang
per paket Rp. 260.000,-

Pengadaan barang diatas Rp. 500 juta atau jasa konsultasi diatas Rp. 200 juta

N

panitia pemeriksa/penerima barang/jasa diberikan honor per orang per paket
Rp. 390.000,-
Panitia pemeriksa/penerima barang/jasa memiliki struktur/susunan kepanitian

w

sebagai berikut :

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Anggota (minimal (satu) orang dan maksimal (lima) orang)

4. Honor panitia pemeriksa barang/penerima barang/jasa dengan pagu kegiatan<
Rp 50 juta dapat dianggarkan pada kegiatan rutin penyediaan jasa pendukung
administrasi/teknis perkantoran masing-masing SKPD;

5. Panitia pemeriksa barang/penerima barang/jasa pada kegiatan pengadaan
dengan pagu < Rp. 50 juta hanya mendapat honor dari kegiatan rutin
penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran SKPD, bukan pada
kegiatan pengadaan yang bersangkutan dan besarnya disesuaikan berdasarkan
total pagu keseluruhan kegiatan pengadaan < Rp. 50 juta terhadap angka 1 dan
angka 2.

6. Pagu kegiatan pengadaan < Rp. 50 juta, honor panitia pemeriksa
barang/penerima barang/jasa diberikan selama 1 (satu) bulan atau disesuaikan

dengan lamanya perkerjaan pengadaan tersebut.
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~J. Biaya Pengumuman Tender Lelang

Biaya pengumuman tender /lelang dianggarkan apablla pagu kegiatan pengadaan >
Rp. 100 juta dan di anggarkan pada kegiatan pengadaan yang bersangkutan dan
besaran biaya pengumuman tersebut di sesuaikan dengan tarif media
massal/cetak/elektronik yang berlaku.

K. Honor Pelaksana Kegiatan Peneliti

1. Koordinator Rp. 365.000,-/bulan

2. Sekretaris Penelitian Rp. 260.000,-/bulan

3. Peneliti Utama (maks. 4 jam/hari)  Rp.  50.000,-/jam

4. Peneliti Madya (maks. 4 jam/hari) Rp. 45.000,-/jam

5. Peneliti Muda (maks. 4 jam/hari) Rp. 35.000,-/jam

6. Peneliti Pertama (maks. 4 jam/hari) Rp.  30.000,-/jam

7. Peneliti (maks. 4 jam/hari) Rp. 27.500,-/fjam

8. Pengolah Data ~ Rp.1.330.000,-/penelitian
9. Pembantu Peneliti Rp. 20.000,-/jam
10.Petugas Survey Rp. 7.000,-/responden
11.Pemantau Lapangan Rp. 67.000,-/hari

L. Uang Makan Dan Snack

1. Eksekutif / Khusus

1 Porsi Makan Rp. 20.000,-

1 Kotak Snack Rp. 10.000,-
2. Umum: 4

1 kali makan Rp. 12.500,-

1 kali snack Rp. 7.500,-

M. Biaya Pelatihan/Asistensi/Bintek

1. Honor dan transportasi instruktur, narasumber, dan fasilitator dari dalam daerah.
a. Honor nara sumber dalam rangka seminar/rakor/sosialisasi/desiminasi untuk
kegiatan dijajaran PemKab. Ogan Komering llir:

1. Menteri/Pejabat setingkat Menteri Rp. 1.400.000,-/jam

2. Pejabat Eselon | Rp. 1.150.000,-/jam

3. Pejabat Eselon li Rp. 850.000,-/jam

4. Pejabat Eselon Ill ke bawah Rp. 700.000,-fjam

9. Pakar/Praktisi/Pembicara khusus Rp. 1.150.000,-/jam
\V 61 Moderator T Rp. 575.000,-/jam
b. Transport instruktur, narasumber, dan fasilitator dalam kabupaten

1. Wilayah | (satu) Rp. 100.000,-

2. Wilayah 1l (dua) Rp. 150.000,-

3. Wilayah 111 (tiga) Rp. 200.000,-

4. Wilayah IV (empat) Rp. 300.000,-

Catatan :
Honor Nara Sumber tidak dapat diberikan kepada Nara Sumber yang berasal dari Satker yang
bersangkutan untuk kegiatan yang berlangsung di dalam dan diikuti oleh peserta Satker/Unit Eselon |

yang bersangkutan.

10

ot RS e e p st Bty Al



2. Honor Transportasi dan uang harian instruktur, fasilitator, nara sumber dari luar

daerah

a. Honor 1 (satu) jam pelajaran per orang sebagai berikut:
1..81 Rp. 1.500.000,-
2.82 Rp. 1.650.000,-
3. S3/Prof Rp. 1.800.000 -

b. Transportasi
1. Transportasi luar Kabupaten Rp. 500.000,-
2. Transportasi luar Provinsi Rp. 1.500.000,-

c. Uang Harian
Uang Harian 1 (satu) ha i Rp. 300.000,-
3. Transport panitia kegiatan yang kegiatannya dilaksanakan di dalam wilayah
Kabupaten Ogan Komering llir disesuaikan dengan tarif perjalanan dinas dalam
) wilayah Kabupaten Ogan Komeing llir.
( , Transport peserta kegiatan yang kegiatannya dilaksanakan di dalam wilayah
~./ Kabupaten Ogan Komering llir disesuaikan dengan tarif perjalanan dinas dalam
daerah wilayah Kabupaten Ogan Komering llir.
g) ronor/uang saku peserta kegiatan yang diadakan di dalam wilayah Kabupaten
" Qgan Komering llir sebesar Rp. 50.000,- L.~
6. Untuk pengiriman peserta pelatihan)asistensi/bintek yang dilaksanakan oleh
instansi penyelenggara diluar Kabupaten Ogan Komering llir, uang transport dan
uang saku peserta disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas
sedangkan biaya konstribusi - pelatihan/asistensi/bintek disesuaikan dengan

ketentuan instansi penyelenggara.

BUPATFOGAN KOMERING ILIR
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. Lampiran [V: Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir
Nomor : 20 Tahun 2011
Tanggal L1 S ARRIL Tahun 2011

A. Format Surat Tugas

KOP SKPD

SURAT TUGAS
NOMOL 1
YANG MEMBERI PERINTAH : PEJABAT YANG BERWENANG
NAMA YANG BERPERGIAN :
1. Nama : 1. NIP.
2. NIP.
2. Pangkat/Jabatan 1 1L /
2. / ’
4. Tujuan Perjalanan
5. Lama Perjalanan : ( ) hari
Berangkat tgl. 2011
Kembali tgl. 2011
KETERANGAN
DIKELUARKAN DI @
PADA TANGGAL © e e

( Pejabat Yang Berwenang )
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B. Format Surat Perintah Perjalanan Dinas

KOP SKPD

e - EEEEE.
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SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor : 094/

/SPPD/DPPKAD/2011

Pejabat yang memberi perintah

Nama/NIP Pegawai yang diperintah

Mengadakan Perjalanan dinas

NIP.

a. Jabatan

b. Pangkat
¢ Golongan
dari Pegawai yang diperintahkan

Perjalanan dinas yang diperintahkan

a. Dari
b. Ke
¢. Transportasi menggunakan

Perjalanan Dinas direncanakan
a. Selama

b. Dari tanggal

¢. s/d tanggal

( Dhari

Maksud mengadakan perjalanan

Pengikut/Nama/Nip/Gol.
1.
2.
3.

Perhitungan Biaya Perjalanan
a. Atas Beban
b. Pasal Anggaran

: DPA. NO.

.|Keterangan




KETERANGAN

I. DARIPEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi Berangkat Kembali
perintah Tanggal Tanda tangan Tanggal Tanda tangan
[I. DARIPEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI :
Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi Tiba Kembali
perintah Tanggal Tanda tangan Tanggal Tanda tangan




